RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa setiap perempuan dan Anak berhak untuk
mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari
segala bentuk Kekerasan, penyiksaan, Diskriminasi,
dan perlakuan salah lainnya yang dapat
merendahkan derajat manusia dan melanggar hak
asasi manusia sehingga dibutuhkan layanan
Perlindungan Perempuan dan Anak;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
Perlindungan Perempuan dan Anak di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Repulik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on
The Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277);

e

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia. Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang.
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4720);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6792);

11. Peratuan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6704);

12. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 164);

13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
85);
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16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
Dan
GUBERNUR BANTEN,

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Gubernur adalah Gubernur Banten.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya adalah unsur
pembantu Kkepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.

6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih
dalam kandungan.

8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang
tua, Keluarga, Masyarakat, negara, pemerintah, dan
Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan yang
ditujukan wuntuk memberikan rasa aman yang
dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang
mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi
kekerasan terhadap perempuan.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Khusus adalah suatu  bentuk
perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi
dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan
rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan
diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Wali adalah orang atau badan yang dalam
kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai
Orangtua terhadap Anak.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang
terdiri atas suami istri, atau suami istri dan
anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan
anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus
ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok,
organisasi sosial dan  organisasi dan/atau
kemasyarakatan.

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya
disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem
pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak
dan perlindungan khusus Anak yang dilanjutkan
secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat
UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang
dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan
layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami
kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan
masalah lainnya.

e
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17. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,
atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum.

18. Diskriminasi terhadap perempuan dan Anak adalah
setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang
dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai
pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau
menghapuskan  pengakuan, penikmatan  atau
penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-
kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial,
budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum
perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka,
atas dasar persamaan antara laki-laki dan
perempuan.

19. Korban adalah perempuan dan Anak yang mengalami
kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung
maupun tidak langsung sebagai akibat dari
kekerasan.

20. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang
dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai
tujuan bersama.

21. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera
mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar
dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya
kekerasan terhadap korban.

22. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan
memiliki kompetensi mendampingi korban dalam
mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan
pemulihan.

23. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya
disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau
serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur
tindak pidana yang ditentukan dalam undang-
undang.

24. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta
memiliki sikap professional, pengetahuan, dan
keterampilan melalui Pendidikan tinggi yang untuk
jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk
melakukan upaya Kesehatan.
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Pasal 2
Ruang lingkup peraturan Daerah ini terdiri atas:
a. Perlindungan Perempuan; dan
b. Perlindungan Anak.

Pasal 3
Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a meliputi:
a. pencegahan tindak Kekerasan;
b. pemberdayaan terhadap Korban Kekerasan; dan

c. peran Masyarakat, dunia usaha, dan media masa.

Pasal 4
Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b meliputi:
a. Perlindungan Anak yang menjadi Korban tindak
kekerasan dan TPPO;
pemenuhan Hak Anak; dan
c. Perlindungan Khusus Anak.

BAB 11
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya
melindungi setiap orang dari perbuatan tindak Kekerasan
yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi
dalam bentuk:
Kekerasan fisik;
Kekerasan seksual;
Kekerasan ekonomi;
Kekerasan sosial;
Kekerasan psikis;
penelantaran rumah tangga;
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan; dan
ancaman tindakan tertentu.

PR ™o o T
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Pasal 6
Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui
terjadinya Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 wajib melakukan upaya-upaya untuk:
a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. memberikan perlindungan kepada Korban;
c. memberikan pertolongan darurat; dan
d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan

perlindungan.

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan secara
terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
dengan cara:

a. menyosialisasikan peraturan perundang-
undangan;
memberikan konseling/bimbingan;

c. memberikan edukasi bahaya Kekerasan dalam
rumah tangga;

d. melakukan seminar/lokakarya atau sejenisnya;

e. membentuk jaringan kerja dalam upaya
pencegahan Kekerasan;

f. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi
pencegahan Kekerasan berdasarkan pola
kemitraan;

g. membentuk sistem pencegahan Kekerasan,
pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya
Kekerasan; dan

h. meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam
berprilaku yang sesuai dengan norma agama.

(2) Selain Pemerintah Daerah, pencegahan secara terpadu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilaksanakan oleh:

a. Keluarga dan/atau kerabat terdekat;

b. Masyarakat;

c. lembaga pendidikan;

d. lembaga kesehatan;
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e. lembaga sosial kemasyarakatan; dan

f. dunia usaha dan lembaga lainnya.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun program
atau kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dalam rencana kerja dan rencana
strategis Daerah.

(2) Program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk mendukung terwujudnya rencana
pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana

pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 9
Setiap  Perangkat Daerah dalam  melaksanakan
pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat
bekerjasama dengan instansi vertikal, dunia usaha,

Masyarakat dan/atau lembaga sosial lainnya.

Bagian Ketiga

Pelayanan

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan terhadap
Korban tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 melalui kegiatan:

Pelayanan pengaduan;

Pelayanan kesehatan;

konseling;

bimbingan rohani;

Pelayanan rehabilitasi sosial;

oo T

Pelayanan bantuan dan pendampingan hukum;
dan/atau
g. pemulangan dan reintegrasi sosial.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh UPTD PPA.
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Pasal 11

(1) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk
menerima laporan adanya tindak Kekerasan dan
TPPO.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berasal dari:
a. Korban;
b. rujukan; atau

c. penjangkauan.

Pasal 12

(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan
menggunakan sarana kesehatan milik Pemerintah
Daerah atau rumah sakit rujukan lainnya dengan cara
memberikan Pelayanan pengobatan dan pemulihan
kesehatan Korban.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan kepada
Korban sesuai standar profesi, standar prosedur
operasional dan kebutuhan medis Korban.

Pasal 13
(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, melalui upaya:

a. anamnesis kepada Korban;

b. pemeriksaan kepada Korban;

c. memberikan pertolongan pertama;

d. pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis,
melakukan upaya pencegahan penyakit dan
gangguan kesehatan lainnya;
konseling;
merujuk ke fasilitas Pelayanan kesehatan yang
lebih memadai bila diperlukan dan dapat merujuk
kepihak lain dengan pendekatan multidisiplin:
pelayanan kesehatan, medikolegal, pendampingan
psikolososial dan bantuan hukum; dan/atau

g. dapat memberikan informasi kepada pihak
kepolisian.

-10 -
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(2) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk kasus tertentu, Tenaga Kesehatan dapat
melakukan Pelayanan kesehatan reproduksi sesuai
dengan kebutuhan medis.

(3) Dalam memberikan Pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Tenaga Kesehatan harus
membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Untuk setiap tindakan medis yang akan dilakukan
oleh Tenaga Kesehatan harus ada persetujuan
tindakan medis dari Korban, Keluarga, atau
Pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Untuk keperluan penyidikan, Tenaga Kesehatan yang
berwenang harus membuat visum et repertum
dan/atau visum et repertum psichiatricumm atau
membuat surat keterangan medis.

(6) Biaya atas Pelayanan kesehatan kepada Korban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)
dan ayat (5) dapat ditanggung oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 14
(1) Dalam hal pemberian Pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5), Tenaga
Kesehatan dapat memberikan informasi kepada pihak
kepolisian.
(2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 15

(1) Pelayanan Korban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e
dilakukan dengan cara Pendampingan konseling,
terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna
penguatan dan pemulihan diri Korban.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki tenaga
konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

H
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meminta bantuan kepada pekerja sosial, relawan

Pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 16

(1) Pelayanan bantuan dan pendampingan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf
f diberikan untuk memenuhi hak Korban dan/atau
saksi.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah memberikan Pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta
bantuan kepada advokat, paralegal/pendamping
hukum dan penyedia layanan hukum lain.

Pasal 17

(1) Pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g
dilaksanakan dengan prinsip:

a. sukarels;
b. aman dan bermartabat;
c. penghormatan hak.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta
bantuan kepada pihak terkait.

Bagian Keempat

Pemberdayaan

Pasal 18
(1) Untuk memulihkan kepercayaan Korban kekerasan
dan/atau TPPO, dilakukan dengan cara:
a. pelatihan kerja;
b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha
bersama; dan/atau
¢. bantuan permodalan.
(2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. pemagangan;
b. pelatihan sebelum penempatan; dan
c. praktek kerja lapangan.

12 -
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(3) Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. pelatihan keterampilan wirausaha;

b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama;
dan

c. pendampingan pelaksanaan usaha.

(4) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam
pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan/atau

b. fasilitasi bantuan modal kerja.

Pasal 19
Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusannya.

BAB III
PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20
(1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung
jawab terhadap Perlindungan Anak.
(2) Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan dengan cara:

a. merumuskan kebijakan pencegahan, Pengurangan
resiko rentan, penanganan Korban serta sistem
data dan informasi Anak.

b. menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan
rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam
lembaga maupun di luar lembaga;

c. menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan
dan perawatan Anak terlantar; dan

d. menyelenggarakan Perlindungan Khusus kepada

Anak.
Pasal 21
(1) Ketentuan mengenai pencegahan dan Pelayanan
tindak kekerasan Perlindungan Perempuan
-13-
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan
Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
Perlindungan Anak yang menjadi korban tindak
Kekerasan dan TPPO.

(2) Selain melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan upaya meningkatkan
kapasitas Keluarga dalam Perlindungan Anak dan
keterampilan pengasuhan Anak.

Pasal 22
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah memberdayakan Anak
Korban tindak kekerasan dan diskriminasi, dilakukan
melalui pemenuhan Hak Anak.
(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan

urusannya.

Bagian Kedua
Pemenuhan Hak Anak

Pasal 23
(1) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf b, meliputi hak untuk:

a. dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi;

b. memiliki identitas diri, nama, kewarganegaraan
dan ikatan Keluarga serta mendapat bantuan dari
pemerintah apabila ada bagian manapun dari
identitasnya yang hilang;

c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan
usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;

d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh
oleh orang tuanya sendiri;

e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental,
spiritual, dan sosial;

- 14 -

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;

g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan
dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang
dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan,
sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;

h. menyatakan dan didengar pendapatnya,
menerima, mencari, dan memberikan informasi
sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya
demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-
nilai kesusilaan dan kepatutan;

i. Dberistirahat dan memanfaatkan waktu luang,
bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain,
berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat,
bakat, dan tingkat kecerdasannya demi
pengembangan diri; dan/atau

j- memperoleh perlindungan;

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
huruf k, meliputi:

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial.

(3) Selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak
lain mana pun yang bertanggung jawab atas
pengasuhan, setiap Anak berhak mendapat
perlindungan dari perlakuan:

Diskriminasi;

eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,

penelantaran;

kekejaman, Kekerasan, dan penganiayaan;

ketidakadilan; dan

perlakuan salah lainnya.

m0 Ao TP

Pasal 24
(1) Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di
Daerah dengan melaksanakan:
a. pembinaan, pendampingan dan pengawasan
pemenuhan Indikator KLA yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah;

s I s
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b. menyediakan serta memberikan dukungan
kebijakan dan fasilitasi teknis di tingkat Daerah
dan Kabupaten/Kota dalam perwujudan KLA; dan

c. membentuk gugus tugas Daerah layak Anak dan
rencana aksi Daerah layak Anak.

(2) Terwujudnya KLA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster
Hak Anak.

(3) Klaster Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
terdiri atas:

a. hak sipil dan kebebasan;

b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;

c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;

d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan
kegiatan budaya; dan

e. Perlindungan khusus Anak.

(4) Pembentukan gugus tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klaster Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Perlindungan Khusus Anak

Pasal 25

Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada:

a. Anak dalam situasi darurat;

b. Anak yang berhadapan dengan hukum;

c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual;

e. Anak yang menjadi Kkorban penyalahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya;

Anak yang menjadi korban pornografi;
g. Anak dengan human immunodeficiency virus/acquired

immuno deficiency syndrome;
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h. Anak Korban penculikan, penjualan, dan/atau
perdagangan;
Anak Korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;

-
.

j- Anak Korban kejahatan seksual;

k. Anak Korban jaringan terorisme;

l.  Anak penyandang disabilitas;

m. Anak Korban perlakuan salah dan penelantaran;

n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

o. Anak yang menjadi Korban stigmatisasi dari

pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 26

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 dilakukan melalui upaya:

a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan
dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial,
serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan
lainnya;

b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan
sampai pemulihan;

c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal
dari Keluarga tidak mampu; dan

d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada

setiap proses peradilan.

BAB IV
KOORDINASI

Pasal 27
(1) Gubernur melakukan koordinasi Perlindungan
Perempuan dan Anak dengan:
pemerintah;
pemerintah provinsi lainnya;
pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
instansi vertikal;

lembaga pendidikan; dan

m e ap TP

lembaga kemasyarakatan.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
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urusan keagamaan;
urusan kesehatan;

urusan pendidikan,;

a

b

C

d. urusan sosial,;

e. urusan hukum;

f. urusan tenaga kerja;dan

g. urusan lainnya.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Dinas.

(4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melakukan koordinasi dalam rangka menjamin
terlaksananya perlindungan terhadap perempuan
dan Anak korban tindak Kekerasan dan Diskriminasi.

(5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai

urusannya.

Pasal 28
Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
termasuk koordinasi dalam Pemenuhan Hak Anak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 29
(1) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat
melakukan kerjasama dengan:
pemerintah daerah lainnya;
kepolisian;
advokat;
tenaga kesehatan;
pekerja sosial;
relawan pendamping;

pembimbing rohani;

F®m oo a0 oo

penegak hukum lainnya, untuk membantu
Korban dalam proses di sidang pengadilan;
i. komisi nasional anti kekerasan terhadap

perempuan;
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